
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 
PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH 

Menim bang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk m emberikan manfaat bagi perkem bangan 
perekonomian Daerah pada umumnya dan 
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemen uhan hajat 
hidup masyarakat s esuai kondisi, karakteristik dan potensi 
Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; 

b . bahwa dalam rangka pen ingkatan kinerja dan perluasan 
kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi 
kesejahteraan m asyarakat dan peningkatan pendapatan asli 
daerah perlu dilakukan perubahan tata kelola perusahaan 
mengikuti perkembangan dunia usaha; 

c . bahwa Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
Tahu n 2003 tentang Perusahaan Daerah Usaha 
Pertambangan Kabu pa ten Tasikmalaya sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan peraturan perundang-u n dangan yang 
a da, serta untuk melaksanakan ketentuan Pa sa1402 ayat (2) 
Un dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 
ayat (1) Pera turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 
tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ben tu k Badan Hukum 
Perusahaan Daerah Us aha Pertambangan Kabupaten 
Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tabun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tabun 1950) sebagaimana telah diubab dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubab Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-Daerah Kabu pa ten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2001 Nomor 136, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telab diubah 
dengan ndang-Un dang Nomor 11 Tabun 202 0 tentang 
Cipta Kerja Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
abun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara 
e ub ·k Indonesia Nomor 6573) ; 

4 . Un a g- ndang Nomor 4 0 Tabun 2007 ten tang erseroan 
Terbata (Lembaran Negara epublik Indonesia Ta h un 2007 

omor 106, Tambaban Lembaran Negar Republik 
Indonesia Nomor 4 756) s ebagaimana telab diubah dengan 
Undang-Un dang Nomor 1 1 Tabun 2020 ten tang Cipta Kerja 
(Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor Tabun 2020 
Nomor 245, Tambaba n Lembaran Negara Republik 
In d on sia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2 0 09 tentang 
Per tambangan Min eral dan Batu bara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
sebagaimana telah diubab Undang-Undang Nomor 11 
Tab n 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tabun 2020 Nomor 245, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tabun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perser oan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2011 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5244) ; 

9. Peraturan Pemerin ta h Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nom or 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 

10. Peratu an Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tah n 2016 Ten tang Tata Cara Pem bentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 

un 20 6 Nom or 1); 

11 . Pera u an Daera h Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi 
Kewe angan emerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah a bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nom or 3); 

Den g P r setujuan Bersama 

DEWAN PERWAK LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menetapkan 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN 
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN 
KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERUSAHAAN 
PERSEROAN DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanju tnya disingkat BUMD adalah badan 

usaha yang seluruh ata sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

7. Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya yang 
selanjutnya disingkat PDUP adalah perusahaan daerah yang bergerak di 

b idang usaha pertambangan. 
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda a alah 

UMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 
sa h am yang seluruhnya atau paling sed ikit 51 % (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

9. Saham adalah bukti kepemilikan modal yang memberikan h ak kepada 
pem iliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda. 

11. Rapat Um um Pemegang Saham yang s elanjutnya disingka RUPS adalah 
organ Perseroda yang memegang kekua saan tertinggi dalam Perseroda dan 
mem egang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Kom isaris. 

12. Kom isaris adalah organ Perseroda yang bertu gas melakukan pe gawasan 
dan m emberikan n a s ihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengurusan Perseroda. 

13. Direk s i adalah organ erseroda yang bertanggun g jawab a tas p engurusan 
Perseroda u n tuk kepen ingan dan tujuan Perseroda serta m e akili Perseroda 
baik di dalam m a upun d i luar pen gadilan sesu ai dengan keten tuan anggaran 
dasar. 

14. Laba Bers ih a dalah keu nt ngan tahu n berjalan setelah d ikurangi pajak. 

15. Rencana Bisnis adalah r in cian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya d isebut RKA adalah 
penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perseroda. 

17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang 
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 
hubungan antar pemangku kepentingan. 

BAB II 
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan Daerah InI, bentuk badan hukum PDUP yang didirikan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 
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Tahun 2003 tentang Pendirian Peru sahaan Daerah Usaha Pertambangan 
Kabupaten Tasikmalaya, berubah bentuk menjadi Perseroda. 

(2) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Per seroda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BABIII 
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 3 

( 1) Perseroda se ba gaim ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) d iberi nama 
Perusahaan Perseroan Daerah Abh yakta Dharma Yasa yang selan·utnya 
disebut PT. Abhyakta Dharma Yas a (Perseroda). 

(2) Un tu k penega san identitas dapat d itetapkan nama panggilan (called name) 
d n logo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Nama panggilan (called name) dan logo PT. Abhyakta Dharma Yasa 
(Perseroda) sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) beserta perubahannya 
ditetapkan oleh RUPS. 

Pasal 4 

(1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudu an dan 
berka n tor pusat di Tasikmalaya. 

(2) Perseroda seba gaimana d·maksu d pada ayat (1) dapat mengem bangkan 
usahanya dengan m em bentuk kantor cabang a tau unit-unit u saha sesuai 
dengan ketent an pera turan perundang-undangan. 

BAB IV 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa sal5 

(1) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda dimaksudkan 
untuk meningka tkan kinerja perusaha an agar menjadi lebih efektif, efisien 
dan produktif yang akan m ndorong pertumbuhan perekonomian Daerah 
dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan 
asli daerah. 

(2) Perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda bertujuan untuk: 
a . meningkatkan daya saing perusahaan; 

b. memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat; 
c. memperoleh laba/keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Ash 

Daerah; dan 

d . turut m embantu dan mendorong per tumbuhan perekon om ian Daerah. 
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BABV 
KEGIATAN USAHA 

Pasal6 

(1) Perseroda menyelenggarakan kegiatan us aha sebagai berikut: 

a. usaha pertambangan; 

b. us aha jasa konstruksi; dan 
c. usaha sektor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam 

akta pendirian Perseroda. 

BAB VI 
JANGKA WAKTU BERDIRI 

Pasal 7 

Perseroda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 

BAB VII 
NERACA 

Bagian Kesatu 
Neraca Penutup 

Pasal8 

(1) Direksi PDUP menyusu neraca penutup sesuai den gan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan. 

(2) Neraca penu tu p sebagaim ana dim aksu d pada ayat (1 ) disahkan oleh Bupati 
setelah mendapat te1aahan, saran dan pertimba ngan dari Dewan Pengawas. 

Bagian Kedua 
Neraca Pembuka 

Pasal 9 

(1) Pada saat pendirian Perseroda, neraca pem buka disiapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, 
setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Komisaris serta 
menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian 
Perseroda. 



7 

BAB VIII 
MODAL DAN SAHAM 

Bagian Kesatu 
Modal Dasar 

Pasall0 

(1) Modal dasar Perseroda terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar. 

(2) Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,OO (lima puluh 

milyar ru piah). 
(3) Perubahan modal dasar Perseroda dia tur dalam Anggaran Dasar dan 

d· tetapkan dalam RUPS. 
(4) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

t erlebih dahulu diselenggarakan pra-RUPS, guna memberikan ten ggang 
aktu konsu ltasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah seba gai dasar 

ba gi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara 
dan pengambilan keputusan dalam RUPS. 

Bagian Kedua 
Komposisi Saham 

Pasal 11 

(1) Pem egang saham Pe seroda, terdiri dari: 

a. Pemerintah Daerah; dan 
b. pihak lainnya. 

(2) Komposisi saham pada Per seroda sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
terdiri dari: 
a. Pem erin tah Daerah, sebesar 51% (lima puluh sa tu persen); dan 

b. pihak lainnya , sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). 

(3) Perubah an atas komposisi saham sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perun dang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama. 
(2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan 

oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Modal Disetor 

Pasal13 

(1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipenuhi oleh para Pemegang 
Saham. 
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(2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang 
Saham pada sa at pend irian Perseroda paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar 
lima ratus juta rupiah). 

(3) Sis a 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar, yaitu sebesar 
Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) akan 
dipenuhi oleh para pemegang saham sesuai dengan komposisi saham yang 
ditetapkan. 

(4) Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak 
mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroda sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 12 aya t (2), ditentu kan m elalui RUPS sesu ai dengan 
ketentu an peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
ANGGARAN DASAR 

Pasal14 

(I) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta n otaris sesu ai dengan 
ketentuan peraturan perundang-u n dangan. 

(2) Anggaran dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) paling 
sedikit m emuat: 

a. nama dan tem pat kedudukan; 
b. m aksud dan tujuan; 
c. kegiatan u saha; 
d. jangka wa ktu berdiri; 
e. besarnya jumlah m odal da sar dan modal disetor; 
f. ju m lah saham; 
g. klasifikasi saham dan ju m lah saham u n tuk tiap klasifik a s i serta hak 

yang melekat pada setia p saha m ; 
h. nilai n ominal setia p saham; 
1. nama jaba tan dan ·umlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; 
J. penetapan t mpat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 
k. tata cara p ngangkatan, pen ggantia n, pemberhentian anggota Komisaris 

dan anggota Direksi; 
1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; 
m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan 
n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABX 
ORGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal15 

Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri dari: 
a. RUPS; 
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b. Komisaris; dan 

c. Direksi. 

Pasal16 

Setiap orang dalam pengurusan Badan U saha Milik Daerah dalam 1 (satu) Daerah 
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis 
lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul 

karena perkawin an. 

Bagian Kedua 
RUPS 

Pasal 17 

(1) RUPS mempunyru. wewenang yang tidak diberikan kepada Direk i atau 
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan 
peru n dang-undangan dan I atau anggaran dasar. 

(2) Bupa ti mewakili Daerah selaku pem egang saham Perseroda di dalam RUPS. 
(3) Bup a ti dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat 

Pem erintah aerah sesuru. dengan ketentuan peraturan p rundang-
undangan. 

(4) Bupati tidak bertanggung jawab a tas kerugian Perseroda apabila dapat 
mem bu ktikan: 

a. tidak mem punyai ep ntingan pribadi baik langsu ng mau pun tidak 
langsung; 

b. tidak terlibat dalam per buatan melawan h u kum yang di akukan oleh 
perusahaan Per ser a dan I a tau; 

c. tidak terlibat baik secara langsung m a u p u n tida k langsung m enggunakan 
kekayaan Per seroda secara melawan h ukum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dituangkan dalam akta anggaran 
dasar Per seroda sesu ai dengan ketentuan peratu ran p erundang-undangan 
yang mengatur m engenai perseroan terbatas. 

Bagian Ketiga 
Komis aris 

Pasal18 

(1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Un sur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 
pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan 
publik. 

(3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh RUPS. 

(4) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh RUPS. 
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(5) Jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
banyak sarna dengan jumlah Direksi. 

(6) Dalam hal anggota Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, 1 (satu) 
orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. 

(7) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dilakukan berdasarkan a sas efisiensi dan efektivitas keputusan, 
pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda. 

Pasal19 

(1) Untu k da pat diangkat sebagai anggota Komisaris harus m emen uhi syarat 
sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 

m emiliki keahlian, integritas, k epemimpinan, pengalaman, jujur , perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

c. m emaharni penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. m emahami manajem en perusahaan yang berkaita n dengan salah satu 

fun gsi manajemen; 
e. m enyediakan wak yang cukup u ntuk m elaksanakan tuga snya ; 

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S- l ); 

g. berusia dan paling tinggi 60 (enarn pu luh) tahu n pada sa a t m endaftar 
per arna ali; 

h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
1. t idak pern ah me ja di anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan 

ber salah menyeba an badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

J. t idak sedang m enj ani anksi pidana; dan 

k. tidak sedang m enja di p engurus partai p olitik, calon kepala aerah atau 
calon wakil kepala da erah , danl a tau calon anggota legislatif. 

(2) Anggota Komisaris diangka t untuk mas a j abatan paling lama 4 (empat) 
tahun dan dapa t diangkat kembali u ntuk 1 (satu) kali m a s a ja batan. 

(3) Tata cara p ngangkatan, penggant ian dan pemberhentian anggota Komisaris 
diatur dalam Anggaran Da sar Perseroda sesuai d engan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Proses pemilihan anggota Komisaris d ilakukan melalui seleksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal20 

Tugas, wewenang dan penghasilan anggota Komisaris diatur dalarn Anggaran 
Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 
Direksi 

Pasal21 

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. 
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan 

pengurusan Perseroda untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan 
maksud dan tujuan perusahaan dengan itikad baik. 

(3) Jumlah anggota Di eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

oleh RUPS . 
(4) Jumlah anggota Direks i sebagaimana dima ks u d pada ayat (3) paling sedikit 

1 (sa tu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 
(5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pad a ay t (3) 

d ilakukan berdasarkan a s as efisiens i dan efektifitas pengurusan BUMD. 

(6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebag ·mana 
d imaksud pada ayat (4). 

Pa sal 22 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus 
mem enuhi sya at sebagai berikut: 

a. seh at jasmani dan rohani; 

b. memiliki keahlian, in egritas, k epemimpinan, penga laman, juju r , perilaku 
yang baik , dan dedikasi yang tinggi untuk memaju kan dan 
mengembangkan erusahaan; 

c. memahami penyel n ggaraan pemerintahan Da erah; 

d. m emahami m anaje en perusahaan; 

e. m emiliki p eng tahuan yang mema dai di bidang u saha perusahaan; 

f. ber ijazah palin g ren dah Strata 1 (S-l) ; 

g. pengalaman kerja m inimal 5 (lima) tahun d i bidang manajerial 
perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; 

h. berusia paling ren dah 35 (tiga pu luh lim a) tahun dan paling tinggi 55 
(lima puluh lima ) tahu n pada saat mendaftar pertama k ali; 

1. tidak pernah m enjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris 
yang dinyatakan be salah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

J. tidak pernah dihukum karena m elakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 
calon wakil kepala daerah, danl atau calon anggota legislatif. 

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masajabatan paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan kecuali: 
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan;dan 
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b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus danl atau pre stasi 
yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. 

(3) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi 
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal23 

Tugas, wewenang dan penghasilan anggota Direksi diatu r dalam Anggaran Dasar 
Perseroda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BABXI 
PEGAWAI 

Pasal24 

(1) Pegawai Perseroda merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, 
kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja 
sesu ai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan yang m engatur 
men gen ai ketenagaker· aan. 

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pengh a s ilan yang 
adil dan layak sesuai dengan beban pekeIjaan, tanggung jawa b , an kinerja. 

(3) Dir ksi meneta pkan penghasilan pegawai Perseroda sesu ai dengan rencana 
kerja dan anggaran. 

(4) Hak, kewajiban dan kedu dukan kepegawaian Perseroda d iatur dan 
disesu aikan dengan pe aturan kepegawaian yang diteta kan oleh Direksi 
dengan berpedoman pada k etentuan peraturan perundang-un dangan. 

BAB XII 
PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 
Rencana Bisnis 

Pasal 25 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. evaluasi hasil rencana bisnis se belumnya; 
b. kondisi Perseroda saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan 
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, proyeksi bisnis, dan 

program kerja. 
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk 

ditandatangani bersama. 
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(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan 
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 
perjanjian kontrak kinerja. 

Bagian Kedua 
Rencana KeIja dan Anggaran 

Pasal26 

(1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari 
rencana bisnis. 

(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat encana 
rin ci program kerja dan anggaran tah unan. 

(3) ireksi menyampaikan RKA kepada Komisaris paling lambat pa da akhir 
bu lan November untuk ditandatangani bersama. 

(4) RKA yang telah ditandatangani bersama· Komisaris disampaikan kepada 
RUPS untuk men dapatkan pengesahan. 

BAB XIII 
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAlK 

Pasal 27 

( 1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai den gan Ta ta Kelola Perusahaan 
yang Baik, yan g terdiri atas prinsip: 
a. transparansi; 

b. akuntabilitas; 

c. pertanggungjawaban; 
d. kemandirian; dan 
e. kewajaran. 

(2) Tata Kelola Perusahaa n yang Baik sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Direksi. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 
2 (dua) tahun setelah Perseroda didirikan. 

BAB XIV 
PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pelaporan Komisaris 

Pasal28 

( 1) Laporan Komisaris terdiri dari: 
a. laporan triwulan; dan 
b. laporan tahunan. 

(2) Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS. 
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a . pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA; 
b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan 
c. upaya memperbaiki kinerja. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan 
laporan tahunan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pelaporan Direksi 

Pa sal29 

(1) La oran Direksi terdiri a tas: 

a . la poran bulanan; 

b . la poran triwulan; dan 
c. laporan tahunan. 

(2) La oran sebagaimana dimaksud pada aya (1) disampaikan kepa da Dewan 
Kom isaris seba gai salah satu dasar pengawasan. 

(3) Laporan bu anan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terd iri atas laporan kegiatan opera sional dan laporan keuangan yang 
disampaikan kepa a Komisaris . 

(4) Laporan tahunan sebagaimana d im aksud pada ayat (1) terdiri tas laporan 
keu angan yang te ah diaud·t dan laporan manajemen yang d ·t andatangani 
bersama Direk si dan om is aris. 

(5) Ketentuan lebih lanjut m engenai tata cara penyampaian dan publikasi 
laporan tahunan Dir ksi d ia tur dalam Anggaran Dasar se u ai dengan 
keten tu an peratu ran perun dang-u n dangan. 

Bagian Ketiga 
Laporan Tahu nan Perseroda 

Pasal30 

Laporan tahunan b agi Perseroda dilaksanakan sesu8.1 dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur m engenai perseroan terbatas. 

BABXV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal31 

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat 
dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 
berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 
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(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 

a. Perseroda; dan 

b. Pemerintah Daerah. 

Pasa132 

(1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
1 (satu) tahu n ekali. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh: 

a. Perseroda; dan 
b . Pemerintah Daerah; 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pa d a ayat (2) sekurang kurangnya m eliputi: 

a . penilaian kinerja; 

b . p enilaian tingkat kesehatan; dan 
c. penilaian pelayanan. 

(5) Pen ilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perser da dan 
disampaikan kepada RUPS. 

(6) Bup ati menyam aikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepa da Menteri 
Men teri yang me ye enggarakan u rusan pemerintahan dalam negeri. 

Pa sa133 

Monitoring dan Evaluasi oleh P merintah Daerah sebagaimana dimak u d dalam 
Pasal 3 1 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 1 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuaJ. dengan tu gas dan 
wewenangnya. 

BAB XIV 
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 

Pasal34 

Penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroda dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-un dangan dan ditetapkan dalam RUPS. 

BAB XVII 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN 

Pasal35 

Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda dilakukan 
berdasarkan Keputusan RUPS dengan memperhatikan: 
a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan 

b. kepentingan masyarakat. 
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Pasal36 

(1) Pembubaran Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan 
Keputusan RUPS atau Penetapan Pengadilan. 

(2) Fungsi Perseroda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada Daerah. 

Pasal37 

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalih an, dan pembubaran Perseroda 
dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, 
dan h asil evaluasi. 

(2) Pen ggabungan, peleb ran, pengambilalihan, dan pembubaran Per eroda 
d ilakukan sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perseroan terbatas. 

BAB XVIn 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal38 

(1) Pem erintah Daerah me1akukan pem b ·naan terhadap pengurusan Per seroda. 

(2) Pem binaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilaksanakan oleh : 
a. Sekretaris Daerah; 

b. pejabat p ada Peme ·ntah Daerah yang m elakukan fungsi p embinaan 
teknis BUMD; a n 

c. p ejabat pada emerintah Daerah yang m elaksanakan fu ngsi p ngawasan 
a ta permintaan Sekretaris Da erah. 

(3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah seba gaimana dim aksud pada ayat (2) 
huruf a m eliput i pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan 
yang bersifat strategis. 

(4) Pembinaan oleh Pejabat pada Pem erintah Daerah yang m elakukan fungsi 
pembinaan t knis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi: 

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keu angan; 
b. pembinaan kepengurusan; 
c. pembinaan pendayagunaan aset; 

d. pembinaan pengembangan bisnis; 

e. monitoring dan evaluasi; 

f. administnisi pembinaan; dan 

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

(5) Pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi 
pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Pasal 39 

(1) Pengawasan terhadap Perseroda dilakukan untuk menegakkan tata kelola 
perusahaan yang baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: 

a. pengawasan internal; dan 

b. pengawasan eksternal. 
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh: 

a. satuan pengawas intern; 
b. komite au dit; dan I atau 
c. kom ite lainnya. 

(4) Pen gawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh 
pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawa s 

(1) Perubahan bentu k 
dalam jangka wak 
ditetapkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pa sal 40 

badan hukum PDUP menjadi Perseroda dilaksanakan 
paling lama 2 {du al tahun sejak Pera turan Daerah ini 

(2) Selama proses perubahan bentuk ba dan hukum PDUP menjadi Perseroda 
belu m selesai: 
a. PDUP tetap beroperasi sesuai dengan keten tuan peraturan p rundang­

u n dangan; 

b. Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai PDUP tetap melaksakan tugasnya 
sampai dengan di ahka nya akta pendirian Perseroda sesu a i dengan 
ketentu an p era turan perun dang-undangan; maka 

c. segala perbu atan hukum Direk si PDUP sepanjang berkaitan dengan 
pengurusan perubahan bentuk badan hukum dan m enjalankan kegiatan 
usaha u ntu k k epentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi 
Perseroda setelah disetujui oleh RUPS sesuai den gan ketentuan 
peraturan perun dang-undangan. 

(3) Pada saat perubahan bentuk badan hukum PDUP m enjadi Perseroda telah 
selesai, maka: 
a. seluruh aset, hak, dan kewajiban PDUP beralih menjadi aset, hak, dan 

kewajiban Perseroda; 

b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum perubahan 
bentuk badan hukum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
berakhirnya masa jabatan; dan 

c. Pegawai PDUP beralih menjadi Pegawai Perseroda. 
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BABXX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 41 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Usaha 
Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasa l 4 2 

Peratu an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar se · p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i de gan penempatannya dalam Lembaran Daerah K b paten 
Tasikm laya. 

di Singapa rn a 
1 Agustus 2022 

AYA, 

Ditetapkan di mgapa n a 
a l 1 Agustus 2022 

A 

"'......, ..... TO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA 
BARAT NOMOR (4/81/2022) 



PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 
PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH 

I. UMUM 

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), telah 
berubah secara siginifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nom r 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 
ten tang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan kedua regulasi tersebut 
ben tuk BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perum da) dan 
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). 

Dalam rangka member·kan m anfaat bagi perkembangan perekonomian 
Daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan u rn m berupa 
penyediaan barang dan I a au jasa yang bermutu bagi p m nu an hajat 
hidup masyarakat s esuai kon disi, karakteristik dan poten i Daerah 
berda sarkan tata kelola perusahaan yang baik, dipandang perlu m engubah 
ben tu k badan hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) 
Kabupate Tasikma aya m enjadi Perseroda . 

Pen en an bentuk Perser oda dengan pertimbangan a h wa untuk 
mencapai tuju an: 
a. m eningkatkan daya saing perusahaan; 
b. mem perlu a s kesempatan kerja terutama bagi masyaraka t Daerah; 
c. memperoleh laba/keuntungan guna m eningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah; dan 
d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. 
Atas hal tersebut, menjadi penting dibentuk peraturan daerah mengenai 
perubahan bentuk badan hukum PDUP menjadi Perseroda agar memperoleh 
kepastian hukum. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 
Cukup Jelas 

Pasal2 
Cukup Jelas 

Pasa13 
Cukup Jelas 



Pasal4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal6 
Ayat (1) 

Hurufa 

2 

Yang dimaksud dengan "usaha pertambangan" adalah kegiatan 
dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang 
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan u rn m , eksplorasi, 
stu di kelayakan, kon struksi, penambangan, pengolahan 
dan I atau pemurnian atau pengembangan danl atau 
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta 
pascatambang. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "jasa konstruksi" adalah layanan jasa 
konsultansi konstru ksi dan I atau pekeIjaan konstruksi 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "sektor lainnya" adalah usaha di luar 
sektor yang telah ditetapkan sepanjang dinilai aspek 
kelayakannya m emen u h i persyaratan untuk dapat dijalankan 
o eh p ihak Perseroda . 

Ayat (2) 
C kup Je as 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasa1 8 
Cukup Jela s 

Pasa1 9 
Cu kup Jelas 

Pasall0 
Cukup J elas 

Pasal 11 
Cukup Je as 

Pasal12 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya 
diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan 
Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal13 
Cukup Jelas 

Pasal14 
Cukup Jelas 

Pasal15 
Cukup Jelas 



Pasal 16 
Cukup Jelas 

Pasal17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Ayat (1) 

3 

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota 
Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada 
hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi 
m aupun pemegang saham. 

Ayat (2) 
Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, 
pembinaan dan pengawa san BUMD. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Cu kup Jelas 

Ayat (6) 
C kup e 

Ayat 7) 
Cukup Jelas 

Pa al 19 
Cukup J elas 

Pasal 20 
Cukup Jelas 

Pasa 1 2 1 
Cu kup Jela 

Pasal 22 
Cu kup Jelas 

Pasa123 
Cukup Jelas 

Pasal24 
Cukup Jelas 

Pasal25 
Cukup Jelas 

Pasal26 
Cukup Jelas 

Pasal27 
Ayat (1) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 
informasi yang relevan mengenai perusahaan. 
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Hurufb 
Yang dimaksud dengan pnnSlp "akuntabilitas" adalah 
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanan secara 
efektif. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" 
adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 
sehat. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah 
keadaan dimana p erusahaan dikelola secara pro e ional 
tanpa benturan k epentingan dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan k etentuan 
perundang-undangan dan prinsip korporasi sehat. 

Hurufe 
Yang dim aksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan 
dan kes taraan di d alam memenuhi hak pemangku 
kepentingan (stakeholderj yang timbul berdasarkan 
pe "an dan peraturan perundang-undangan. 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3 
CUkup Jela s 

Pasa1 28 
Cukup Jelas 

Pasal 29 
Cu kup Jelas 

Pasa130 
Cukup J ela s 

Pasal31 
Cukup Jelas 

Pasa132 
Cukup Jelas 

Pasal33 
Cukup Jelas 

Pasal34 
Cukup Jelas 

Pasal35 
Cukup Jelas 

Pasa136 
Cukup Jelas 

Pasal37 
Cukup Jelas 

Pasa138 
Cukup Jelas 
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Pasal39 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah 
unit yang dibentuk oleh direktur utama u ntuk memberikan 
jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas 
pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi 
bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 
(value) dan mem perbaiki operasional BUMD melalu i evaluasi 
dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, 
pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan 
pengawas intern m enyesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang men gatur sektor u saha yang 
bersangkutan, m isalnya dalam bidang perbankan, satuan 
pengawas intern dipimpin oleh direktu r kepatuhan . 

Hurufb 
Cu ku Jelas 

Huruf 
Cukup Jelas 

Ayat (4 
Cukup Jelas 

Pasa1 40 
Cu kup Jela s 

Pasa1 4 1 
Cukup Jelas 

Pasal42 
Cukup J ela s 

TAMBAHAN LEMBARA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 
NOMOR4 


